BAB III

IMPLEMENTASI LARANGAN DAN PEMBATASAN

UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN PENAMPILAN

PENYANYI ORKES MELAYU DANGDUT

A. Larangan dan Pembatasan Pornografi Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 44 Tahun 2008

1.

Latar belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pornografi.

Pembentukan undang-undang pornografi dan pornoaksi memiliki
alasan kuat secara sosiologi, sekaligus sebagai kewajiban negara.
Mengapa demikian, karena larangan pornografi serta pornoaksi serta
hukumnya yang dimuat dalam Pasal 281, 282, 283, dan Pasal 532, dan
Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun
peraturan perundangan-undangan lainnya tidak dapat menanggulangi
dan menyelesaikan masalah pornografi dan pornoaksi yang demikian
marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.’

Dalam proses pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang

Pornografi pada awalnya disebutkan sebagai Rancangan Undang-Undang

: Neng Djubaidah, Tinajauan Undang-Undang Republik [ndonesia Nomor 44 Tahun 2008
Tentang Pornografi, hasil Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan Pertimbangan Presiden,
Rabu 30 Juni/l 7 Rajab 1431 H
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Anti Pornografi dan Porno Aksi (RUUAPP), kemudian berubah sebagai
Undang-Undang Pornografi. Perubahaan itu melalui pembahasan yang
cukup alot, dinamis dan berakhir dengan kompromi-kompromi baik dari
segi nama hingga kepada isi dari rumusan perundang-undangan yang
diajukan untuk dilakukan pembahasan sampai kepada pengesahannya.
Itupun melalui waktu pembahasan yang cukup lama mencapai 10 tahun
tertunda.?

Di tengah maraknya antusias public atas isu yang controversial ini,
hadir suara-sauara baik dari kalangan budayawan, artis, maupun praktisi
media yang menyuarakan kebebasan berekspresi serta mengingatkan
bahwa kesenian akan menderita akibat RUU tersebut. Menurut mereka,
dalam ranah kesenian, karya seni yang bersifat pornografi sah-sah saja dan
oleh sebab itu, karya-karya seni harus diselamatkan dari RUU anti-
pornografi dan pornoaksi. Namun, satu hal yang mereka telah lupa, bahwa
seni tidak pernah dan tidak akan pernah bebas nilai.?

Selain itu, Penolakan RUU-APP lahir dari anggapan bahwa
keberadaan undang-undang itu akan mendiskriminasi agama, status sosial,
warna kulit dan jenis kelamin dan itu bertentangan dengan deklarasi HAM
PBB dan UUD 1945, yang tentu anggapan ini sesungguhnya keliru besar.

Pcnolakan itu pada dasarnya bukan aspirasi masyarakat murni, melainkan

2 Republika, 20 September 2008
3 Jurnal Harmoni, multikultural dan multireligius, vol. 5, nomor 17 januari-maret, 2006
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lebih di dompleng oleh industri seks, karena negara ini dianggap paling
gampang untuk menanamkan modal di bidang seks seperti omzet
industri VCD porno sangat luar biasa besarnya.

Menurut Kctua Panitia Khusus RUUAPP, latar belakang penolakan
terscbut informasi didapatnya dari anggota parlemen serta aktivis LSM
antipornografi dari tujuh negara yakni; Amerika, Filipina, Australia,
Swedia, Denmark, Belanda dan Jerman. Selain itu memang ada unsur
penolakan RUUAPP yang sifanya didasari oleh kekhawatiran dengan
alasan dapat mencederai kebhinekaan dan NKRI, sebagaimana
dikemukakan anggota DPRD Bali yang menuntut pembatalan. Ini yang
didukung seniman dan elemen masyarakat Bali.*

Dalam berbagai polemik yang berkembang, dari hasil kajian
akademis, Leo Batubara Anggota Dewan Pers mengemukakan dalam
makalahnya yang disampaikan dalam  acara “Semiloka RUU Anti
Pornografi dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM” pada 27-28 Januari di
Jakarta, memandang secbenarnya siapa yang harus menjaga moral bangsa
agar tidak bejad? Penjelasannya: “di era globalisasi sekarang strategi
kebijakan scbagai penjaga utama moral bangsa adalah dengan
memperkuat ketahanan keluarga dari maraknya pornografi. Orang tua

bahu membahu dengan ulama membekali anak didik dan memperkuat

* Ibid, 45
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ketahanan diri terhadap serangan pornografi, dengan kualitas ketahanan
diri seperti itu, anak-anak kita dimanpun berada, ke negara manapun
berkunjung dapat menjaga diri dari dampak negatif pornografi ”.

Secara sosiologis ada dua hal yang perlu dipahami: pertama,
bahwa masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke merupakan
masyarakat religius yang sangat mengedepankan arti pentingnya moral,
etika agama untuk tidak membenarkan adanya tindakan asusila
termasuk yang mempertontonkan seksualitas dihadapan umum yang dapat
mcrusak perkembangan jiwa manusia di bawah umur. Kedva, RUUAPP
telah merampungkan hasil uji publik di sejumlah daerah antara lain;
Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta, Bali,
Batam dan Papua, yang kesemua daerah itu menurut Ketua Pansus
mendukung RUUAPP (Anti Pornografi dan Pornoaksi).

Pornografi itu sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto ,
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak
tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media
komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat
kccabulan atau eksploitasai seksual yang melanggar norma kesusilaan
dalam masyarakat.’ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,

pornogrrafi  diartikan dengan dua pengertian, yaitu: Pertama,

* Baca Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
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penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan
untuk membangkitkan nafsu birahi. Kedua, bahan bacaan yang dengan
sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi
dalam seks®.

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa
penghormatan terhadap  harkat dan  martabat kemanusiaan,
kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi dan perlindungan
terhadap warga Negara. hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang
diatur dalam undang-undang ini adalah :

a.  Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang brsumber pada ajaran
agama.
b.  Memberikan ketentuan yang scjelas-jelasnya tentang batasan dan
' larangan yang harus di patuhi oleh setiap warga negara serta
menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya.
c.  Melindungi setiap warga Negara, khususnya perempuan anak dan
generasi muda dari pengaruh buruk dan pornografi.’
2. Larangan dan Pembatasan Pornografi yang ada di dalam Pasal 4, Pasal 8,
dan Pasal 10 UU No.44 Tahun 2008.
a. Pasal4
Sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun

2008 yaitu:

1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,

% Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), cet. IX, 782
" Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornograli
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mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,

atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a) persenggamaan, termasuk  persenggamaan  yang
menyimpang;

b) kekerasan seksual;

¢) masturbasi atau onani;

d) ketelanjangan atau  tampilan yang mengesankan
ketelanjangan;

e) alat kelamin; atau

f)  pornografi anak.

2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a) menyajikan secara eksplisit ketelanfangan atau tampilan
yang mengesankan ketelanjangan;

b) menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

¢) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

d) menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun
tidak langsung layanan seksual®

Penjelasan pasal:

)
2)

3)

4)

5)

Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk
untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang"
antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya
dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan
homoseksual.

Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain
persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan
(penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau
pemerkosaan.

Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah
suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh,
tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.
Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang
melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang
berperan atau bersikap seperti anak.’

* Baca Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahaun 2008
® Baca Penjelasan Pasal 4
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Dari bunyi dan penjelasan Pasal 4 di atas dapat diambil isi dari

larangan dan pembatasan pornografi, yaitu:

1)

2)

3)

4)

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,
atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat
persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,
atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat
kekerasan seksual.

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,
atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat
masturbasi atau onani.

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,

mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,



5)

6)

7

8)

9
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atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat
ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,
atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat alat
kelamin.

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,
atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat
pornografi anak.

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang
menyajikan sccara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang
mengesankan ketelanjangan.

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang
menyajikan secara eksplisit alat kelamin.

Sctiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang

mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual.
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10) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang
menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak

langsung layanan seksual.

Sesuai dengan bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan
dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan
ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan
orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang
lain, pelaku tidak dipidana.''

Dari bunyi dan penjelasan pasal 8 di atas dapat diambil isi dari
larangan dan pembatasan pornografi, yaitu setiap orang dilarang
menjadi objek atau model pornografi. Yang menjadi unsur
subjektifnya adalah kesalahan (dengan disengaja atau atas
persetujuan dirinya) dan unsure objektifnya adalah objek atau model
yang mengandung muatan pornografi.'’ Selain itu juga ada

pengecualian, bahwa jika orang tersebut dipaksa atau diancam oleh

orang lain, maka tidak dikenai pidana.

b. Pasal8
2008 yaitu:
pornografi.’’
Penjelasan pasal:
" Ibid. 23
" 1bid. 43

12 Adami Chazawi, Tindak Pornografi, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 203
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c. Pasal 10
Sesuai dengan bunyi pasal 10 undang-undang nomor 44 tahun
2008 yaitu:
Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain
dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan
ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang
bermuatan pornografi lainnya.

Penjelasan pasal:

Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain
kekerasan scksual, masturbasi, atau onani.

Dari bunyi dan penjelasan pasal 10 di atas dapat diambil isi
dari larangan dan pembatasan pornografi, yaitu setiap orang dilarang
mempertontonkan dirinya sendiri atapun orang lain di muka umum
yang menggambarkan aktivitas pornografi. Unsur perbuaannya
adalah mempertontonkan dan objeknya adalah diri atav orang lain

yang menggambarkan ketelanjangan di muka vmum."

Implementasi larangan dan pembatasan pada tampilan penyanyi orkes melayu
Dangdut.

Musik dangdut pada saat ini mengalami perkembangan dan kemajuan yang
cukup pesat, sehingga menjadikan musik ini semakin banyak peminatnya dan
penggemarnya dari berbagai kalangan. Namun seiring dengan perkembangan

terscbut, musik dangdut justru mengahadapi tantangan besar, karena jenis aliran

13 Ibid, 220
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musik ini tengah menjadi sorotan negative dari berbagai pihak. Hal ini tidak
terlepas dari perubahan paradigm yang tidak diimbangi dengan kekuatan moral
dan etika. Sehingga menjadikan musik ini cenderung mengarah kepada sesuatu
yang negatif, maka tidak heran jika ada tanggapan serta kritikan bernada negatif
dari masyarakat."*

Di antara kritikan terhadap musik dangdut adalah diberikan kepada
penyanyi, terutama penyanyi wanitanya yang selama ini cenderung berpakaian
tidak sopan dan terkesan terlalu seksi dan membuka auratnya yang semestinya
dijaga dan ditutupi. Di samping itu, para wanita dari penyanyi orkes melayu
dangdut kebanyakan akhir-akhir ini selalu berjoget dan bergoyang secara
berlebihan, yang disertai model pakaian yang seksi, syuur, vulgar, dan
cenderung membuka auratnya, sehingga bisa berakibat negatif bagi yang
melihatnya, bahkan bisa saja berakibat menjadikan para penontonnya yang
kebanyakan kaum laki-laki untuk berbuat maksiat.

Sesuai dengan larangan dan pembatasan pornografi di dalam pasal 4, pasal
8, dan pasal 10 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang
telah di uraikan pada sub bab sebelumnya, maka pada pembahasan kali ini
penulis akan mengimplementasikannya terhadap tampilan yang dilakukan
beberapa penyanyi wanita yang dilakukan dalam pertunjukan Orkes Melayu

Dangdut. Datanya sebagai berikut:

' Jurnal ilmu pendidikan “Attagwa”, vol. 3 No. 5 januari-juni 2004
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Larangan dan Pembatasan Pasal 4

a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan,  menyebarluaskan,  menyiarkan,  mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau
menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan
atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

b. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, = menyebarluaskan, = menyiarkan,  mengimpor,
mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau
menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat pornografi
anak.

¢. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menyajikan
secara cksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan
ketelanjangan.

Dari tiga larangan pornografi yang disebutkan pasal 4 di atas, ada
garis besar yang bisa di ambil, bahwasanya setiap orang dilarang
menyediakan pornografi yang secara nyata memuat ketelanjangan atau
tampilan scperti telanjang (transparan), menyediakan pornografi yang
secara nyata memuat pornografi anak, dan menyediakan jasa pornografi
yang menyajikan secara nyata ketelanjangan atau tampilan seperti

telanjang (transparan).
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Dari larangan pornografi pasal 4 di atas, jika kita implementasikan
terhadap penampilan beberapa penyanyi Dangdut saat ini pasti banyak
kita temukan kejanggalan dan hal yang melenceng. Banyak sekali
penyanyi Dangdut ketika sedang tampil mengenakan pakaian yang
transparan, seperti telanjang, menunjukkan bentuk tubuh, dan bahkan
yang lebih parah lagi ketika pertunjukan yang demikian itu banyak sckali
penonton yang masih dibawah umur dalam arti anak-anak. Seperti salah
satu berita di harian kompas yang menyatakan beredarnya tayangan video
yang ada di youtube tentang penyanyi Dangdut yang berpenampilan
senonoh di depan anak-anak.

Tayangan pertunjukan Dangdut berbahasa Indonesia yang
menampilkan penyanyi bertelanjang dada dan tidak memakai bra tersebut
dilihat secara langsung oleh anak-anak dan ibu-ibu. Mereka menonton
scrta sambil tertawa-tawa menyaksikan pertunjukan yang berlangsung
siang hari tersebut.'”

2. Larangan dan Pembatasan Pasal 8

Di dalam pasal 8 telah discbutkan bahwa: Setiap orang dilarang
menjadi objek atau model pornografi baik disengaja atau atas persetujuan
dirinya. Kecuali jika orang tersebut dipaksa atau diancam oleh orang lain,

maka tidak dikenai pidana.

13 http://worldbestlinks.blogspot.com/2011/09/video-youtube-penyanyi-Dangdut.html
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Larangan yang dijelaskan di atas sangat jelas, bahwa garis besarnya
adalah setiap orang dilarang menjadi objek atau model pornografi baik
yang disengaja atau atas persetujuan dirinya sediri. Dari sini kalau kita
mengimplementasikan pada penyanyi orkes Dangdut maka tidak bisa
dipungkiri lagi masih ada banyak penyanyi Dangdut yang belum bisa
menafsiri tentang makna pasal 8 ini. Seperti contoh tampilan penyanyi
Dangdut yang seckarang ini menampakkan bagian tubuh vitalnya secara
nyata atas kemauan dirinya sendiri, menjadi objek yang dijadikan sorotan
banyak orang dengan gaya nakalnya tersebut.

Larangan dan pembatasan Pasal 10

Di dalam pasal 8 telah disecbutkan bahwa: Setiap orang dilarang
mempertontonkan dirinya sendiri atapun orang lain di muka umum yang
menggambarkan aktivitas pornografi, seperti: ketelanjangan, eksploitasi
seksual, persenggamaan. Jika larangan tersebut kita implementasikan
terhada sebagian besar penyanyi wanita orkes melayu Dangdut saat ini,
pelanggaran terhadap larangan tersebut sangat kelihatan sekali. Sering
kita lihat di acara-acara TV ataupun pertunjukan Orkes Melayu Dangdut,
pasti hal-hal yang demikian tersebut masih banyak sekali kita temukan.
Aktivitas bernyanyi dengan gaya-gaya seks, menunjukkan tampilan yang

menyerupai telanjang, mendesahkan suara layaknya orang senggama, dan
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masih banyak lagi aktivitas lain yang secara terang-terangan memuat
unsur-unsur pornografi demi sebuah kepopuleran namanya semata.

Séperti contoh, tampilan Penyanyi Dangdut yang menyanyi sambil
melakukan tarian erotis yang biasa disebut Candoleng-doleng di Bojoe,
Kelurahan Bulu Ale, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi
Selatan. Tontonan ini kembali marak meski banyak pihak menilai tarian
terscbut mencoreng muka negeri Nene Mallomo tersebut. Parahnya lagi,
tontonan candoleng-doleng kerap disaksikan anak-anak di bawah umur.
Sejumlah penari tersebut tanpa sungkan memberlihatkan bagian paling
vitalnya secara eksplisit, bahkan sampai telanjang bulat (tanpa
mengenakan sehelai pakaian). Penari-penari erotis ini menerima bayaran
dalam bentuk saweran yang diselipkan oleh penonton ke pakaian dalam
yang mereka kenakan.‘ Semakin larut, semakin banyak yang datang untuk
ikut menari, bahkan sampai dini hari.

Kepala Satuan Reskrim Polres Sidrap, Ajun Komisaris Suprianto
mengatakan, candoleng-doleng pun kerap menimbulkan keributan, bahkan
aksi kriminal. Dalam operasi "Sikat" yang merupakan program Polda
Sulselbar, selain kasus pencurian ternak dan kendaraan bermotor,
pemberantasan kegiatan candoleng-doleng pun menjadi prioritas. Kegiatan
yang masuk kategori pornografi ini, kata Suprianto, harus ditindaklanjuti

melalui pengusahanya itu sendiri. Banyak sekali laporan dari masyarakat
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tentang keresahan cadoleng-doleng ini dan Polda Sulselbar pun sudah
melancarkan aksinya semaksimal mungkin, akan tetapi masih ada
beberapa oknum yang memang secara sengaja menggelar acara tersebut
secara diam-diam.'®

Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan Prof. Dr. H.M. Nurdin Abdullah
mengingatkan masyarakat untuk mencegah munculnya atraksi elekton
candoleng-doleng. "Bila ada masyarakat yang melakukan hajatan, tolong
diingatkan untuk tidak menyewa elekton yang menyajikan atraksi yang
bisa merusak mental dan moral anak kita," pintanya. Bupati memperoleh
laporan masyarakat tentang masuknya elekton yang pernah marak di
Kabupaten Sidrap, Pinrang dan Parepare tersebut ke wilayah Kabupaten
Bantaeng. Karena itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres
Bantaeng dan diharapkan masyarakat turut berperan dan lebih antisipatif
dengan memperingatkan tetangga, keluarga yang akan membuat hajatan
untuk tidak mengundang elekton seperti itu."”

Aksi “buka-bukaan” tersebut biasanya diiringi dengan goyangan
“crotis” yang mampu mengalahkan aksi “goyang ngebor” Inul Daratista,
atau “goyang gergaji” ala Dewi Persik, atau bahkan “goyang ngecor dan
goyang vibrator” milik Denada. Sedikit gambaran yang mereka lakukan

saat bergoyang adalah; meliuk-liuk seperi penari striptis, meraba-raba

16

Sumber : Attp://mariasunarto.wordpress.com (di akses pada tanggal 01 juli 2012).

' Sumber: www.kompas.com, editor: Sofyan Akbar (di akses pada tanggal 01 juli 2012)
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payudara dan kemaluan, dan memperagakan pasangan yang sedang
melakukan hubungan intim. Goyang Dangdut di Indonesia benar-benar
sudah sangat meresahkan masyarakat. Di setiap penampilan para
penyanyinya kebanyakan disertai dengan tarian erotis. Gilanya

pertunjukan itu juga disaksikan oleh anak-anak.

C. Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang

Pornografi

Dari pemaparan implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang pornografi di atas tentunya banyak sekali aturan-aturan yang masih

belum bisa teraplikasikan dalam kenyataan di lapangan. Oleh sebab itu, pada

pembahasan kali ini akan di uraikan beberapa faktor penghambat dari kurang

optimalnya penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

pornografi tersebut, yaitu sebagai berikut:

1.

Pengawasan dari si pembuat undang-undang itu sendiri, dalam hal ini
pemerintah yang kurang begitu respon terhadap tindak pornografi yang ada
di lapangan. Dari awal undang-undang ini terbentuk sudah di suarakan
bahwasanya ada panitia khusus (pansus) yang menangani masalah
pornografi, akan tetapi panitia khusus itu pun sampai sekarang tidak ada
kabar beritanya, apakah sudah terbentuk ataukah belum.

Dari aparat penegak hukum yang secara yuridis merupakan tombak

pclaksana dan pengontrol aturan hukum yang ada di masyarakat pada
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akhirnya juga tidak begitu merespon perbuatan pornografi yang ada di
lapangan. Padahal mereka seharusnya yang paling tahu dan berada di
barisan paling depan dalam sectiap kegiatan yang menampilkan pornografi
yang berada di atas panggung pertunjukan. Mereka mengganggap bahwa
pertunjukan yang seperti itu sudah biasa terjadi dan hanya butuh untuk di
pantau dan di amankan saja.

Peraturan pemerintah (PP) yang seharusnya di dalam isi undang-undang
pornografi harus dibentuk sebagai pelengkap atau pelaksana secara jelas
aturan-aturan tersebut, ternyata sampai saat ini masih belum di keluarkan
oleh pemerintah. Disini kelihatannya memang ada sebuah kesengajaan
yang dilakukan oleh pemerintah terkait tindak pornografi yang proses nya
diperlambat.

Budaya masyarakat yang sudah secara turun temurun dilakukan, yaitu
mendatangkan orkes melayu dangdut dalam sebuah hajatan atau pagelaran.
Hal ini menjadi penghabat bagi pelaksanaan undang-undang pornografi.
Mereka beralasan bahwasanya pemerintah juga harus menghargai adat
istiadat yang ada di daerah sctempat, maksudnya kegiatan seperti tampilan
erotis penyanyi dangdut merupakan kegiatan yang biasa di lakukan

masyarakat yang sudah sejak dulu melaksanakan adat yang sperti itu.



